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DAFTAR PERTANYAAN 

1. Mengapa pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan mengizinkan adanya 

pendirian minimarket?  

a. Apa saja alasan yang mendasari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan 

mengizinkan adanya pendirian minimarket? 

b. Sejak kapan ada minimarket yang berdiri di daerah kabupaten 

pekalongan? 

c. Bagaimana usaha pemerintah daerah untuk melindungi toko toko kecil 

yang berada di sekitar minimarket? Apakah selama ini ada keluhan dari 

pemilik toko kecil tersebut? 

d. Apakah dari pendirian minimarket ini pemerintah daerah mendapatkan 

pemasukan tambahan? 

 

 

2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan terkait 

dengan perizinan pendirian minimarket? 

a. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan minimarket? 

b. Apakah ada batasan jumlah minimarket yang boleh berdiri di daerah 

Kabupaten Pekalongan? 

c. Apakah ada pengajuan izin pendirian minimarket yang ditolak? Bila ada 

apa alasannya? 
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3. Bagaimanakah pengawasan perizinan minimarket di Kabupaten 

Pekalongan? 

a. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah apabila 

terjadi pelanggaran oleh pihak yang mendirikan minimarket? 

b. Apa saja sanksi yang diberikan bagi pemilik minimarket yang tidak 

memenuhi syarat pendirian minimarket? 

c. Bagaimana tahapan pemberian sanksi bagi pemilik minimarket yang tidak 

patuh? 

d. Di berita ada minimarket yang ditutup karena masih belum memiliki 

IUTM, apakah selama ini minimarket di Kabupaten Pekalongan sudah 

boleh beroperasi meskipun belum memiliki izin yang dipersyaratkan? 

 


